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Abstrak

Mekanisme pemindahan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Dewasa Kelas |I1B
Kupang merupakan proses yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan sistem
pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemindahan tahanan dilakukan atas dasar
berbagai pertimbangan, seperti kapasitas lapas yang melebihi daya tampung, kebutuhan pembinaan
khusus, faktor keamanan, atau situasi hukum tertentu. Proses ini melibatkan beberapa tahapan
penting, mulai dari pengajuan permohonan, peninjauan dan evaluasi administrasi serta hukum,
hingga pelaksanaan pemindahan yang dilakukan dengan pengawalan ketat untuk memastikan
keamanan dan keselamatan tahanan. Mekanisme ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan dan sejumlah peraturan teknis lainnya, yang menekankan pentingnya
perlindungan hak asasi manusia dan transparansi dalam pelaksanaan. Adapun tantangan yang
dihadapi dalam proses ini meliputi keterbatasan sarana transportasi, koordinasi antar instansi,
hingga kondisi geografis wilayah Kupang. Dengan demikian, diperlukan kerja sama yang baik antara
petugas lapas, kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pemindahan
tahanan berjalan efektif, sesuai prosedur, dan berorientasi pada pembinaan tahanan.

Kata Kunci: mekanisme pemindahan, Lapas Wanita Dewasa, Kelas IIB Kupang.

Abstrac

The mechanism for transferring detainees at the Kupang Class 1IB Adult Women's Correctional
Institution (Lapas) is a process that aims to ensure the smooth implementation of the correctional
system in accordance with applicable reqgulations. Prisoner transfers are carried out based on various
considerations, such as prison capacity exceeding capacity, the need for special guidance, security
factors, or certain legal situations. This process involves several important stages, starting from
submitting an application, administrative and legal review and evaluation, to carrying out transfers
which are carried out under strict supervision to ensure the security and safety of detainees. This
mechanism is regulated by Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and a number of other
technical regulations, which emphasize the importance of protecting human rights and transparency
in implementation. The challenges faced in this process include limited transportation facilities,
coordination between agencies, and the geographical conditions of the Kupang region. Thus, good
cooperation is needed between prison officers, police, prosecutors, and other related parties to
ensure that the transfer of prisoners is effective, according to procedures, and oriented towards
prisoner development.

Keywords: transfer mechanism, Adult Women's Prison, Class II1B Kupang.
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PENDAHULUAN

Mekanisme pemindahan tahanan adalah bagian integral dari sistem peradilan
pidana yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Proses ini
melibatkan pemindahan narapidana atau tahanan dari satu lembaga pemasyarakatan (lapas)
ke lapas lainnya, baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Pemindahan ini dapat
dilakukan karena berbagai alasan, seperti untuk mengurangi kepadatan di lapas, memenubhi
kebutuhan rehabilitasi, atau menanggapi permohonan dari tahanan atau keluarganya.

Lapas wanita dewasa adalah lembaga pemasyarakatan yang khusus diperuntukkan
bagi wanita yang sedang menjalani hukuman penjara. Lapas ini dirancang untuk memenuhi
kebutuhan spesifik narapidana wanita, baik dari segi psikologis maupun sosial.

Mekanisme pemindahan tahanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan
proses yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemindahan ini dilakukan
untuk berbagai alasan, termasuk untuk mengurangi kepadatan di lapas, memfasilitasi
rehabilitasi, atau menanggapi permohonan dari narapidana, keluarga, atau kuasa hukum.
Proses ini harus mengikuti prosedur yang ketat dan transparan agar hak-hak tahanan tetap
terjaga. Dalam pelaksanaannya, pemindahan tahanan melibatkan beberapa langkah, mulai
dari pengajuan permohonan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan, hingga
penelitian kemasyarakatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pemindahan tersebut
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tahanan.

Selain itu, kepala lapas atau rumah tahanan negara (rutan) memiliki wewenang
untuk meneruskan permohonan pemindahan setelah melakukan evaluasi yang mendalam.
Dengan demikian, mekanisme pemindahan tahanan tidak hanya berfokus pada aspek
administratif, tetapi juga mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan rehabilitasi, yang
merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi
sosial.

Mekanisme pemindahan tahanan wanita dewasa di lembaga pemasyarakatan (lapas)
merupakan aspek penting dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia. Proses
ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor

kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemindahan tahanan dapat dilakukan
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karena berbagai alasan, seperti kebutuhan untuk mengurangi kepadatan di lapas tertentu,
penanganan kasus khusus, atau untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan
rehabilitasi dan pendidikan.

Dalam konteks pemindahan tahanan wanita, penting untuk memperhatikan kondisi
dan kebutuhan khusus yang mungkin dihadapi oleh perempuan, termasuk perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Prosedur pemindahan harus dilakukan dengan transparansi dan
akuntabilitas, serta melibatkan komunikasi yang baik antara pihak lapas, keluarga tahanan,
dan lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, mekanisme ini diharapkan dapat
mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial tahanan wanita, serta memastikan

bahwa hak-hak mereka tetap terjaga selama menjalani masa tahanan.

METODE PENELITIAN

Artikel jurnal ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan
wawancara. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara
mendalam tentang mekanisme pemindahan tahanan wanita dewasa di lapas kelas IIB Kota

Kupang. Ini melibatkan analisis melalui wawancara, observasi dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaiamana latar belakang mekanisme pemindahan tahanan wanita dewasa di Lapas

Kota Kupang. Apakah ada aturan atau regulasi khusus?

Meminta dokumen-dokumen terkait penahananya, tahanan yang sempat di tahan di
Polda atau Kejaksaan dengan melihat pasal-pasalnya dan dilihat dari kapan waktku
penahanannya apakah berkas-berkas itu sesuai atau tidak dengan mengecek daftar identitas
dan BPJSnya untuk kesehatannya, meminta KTPnya dan riwayat penahanannya maupun dari
polda, kejaksaan dan pengadilan.

Mekanisme pemindahan tahanan wanita dewasa di Lapas Kota Kupang merupakan

bagian integral dari sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia. Proses ini dirancang

Doi: 10.53363/bureau.v4i3.472 2974




Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.4 No.3 September - Desember 2024

untuk memastikan bahwa tahanan dipindahkan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai latar belakang dan

regulasi yang mengatur pemindahan tahanan.

1. Konteks Pemindahan Tahanan Pemindahan tahanan wanita dewasa sering kali diperlukan

karena berbagai alasan, termasuk:

Kebutuhan untuk Persidangan: Tahanan yang sedang menjalani proses hukum
mungkin perlu dipindahkan ke lokasi yang berbeda untuk menghadiri persidangan di
pengadilan. Dalam hal ini, Lapas Kota Kupang berfungsi sebagai tempat
penampungan sementara bagi tahanan yang berasal dari daerah lain.

Kondisi Kesehatan: Tahanan yang memerlukan perawatan medis khusus atau
pemeriksaan kesehatan juga dapat dipindahkan ke Lapas Kota Kupang, yang memiliki

fasilitas untuk menangani kebutuhan tersebut.

2. Aturan dan Regulasi Khusus Dalam proses pemindahan tahanan, terdapat beberapa

aturan dan regulasi yang harus diikuti, antara lain:

Permintaan Dokumen Terkait Penahanan: Sebelum pemindahan dilakukan, pihak

Lapas harus meminta dokumen-dokumen terkait penahanan dari instansi yang berwenang,

seperti Polda, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dokumen ini mencakup:

Surat Penahanan: Menyatakan alasan dan dasar hukum penahanan.

Daftar Identitas Tahanan: Memastikan bahwa identitas tahanan terdaftar dengan
benar.

Riwayat Penahanan: Informasi mengenai waktu dan tempat penahanan sebelumnya.
Pemeriksaan Kesehatan: Pihak Lapas juga harus memeriksa kesehatan tahanan
dengan meminta surat keterangan sehat yang mencakup informasi tentang tinggi,
berat badan, dan riwayat penyakit. Jika tahanan memiliki riwayat penyakit, pihak
Lapas akan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk menentukan langkah

selanjutnya.
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e Verifikasi BPJS: Pihak Lapas perlu memverifikasi status BPJS (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) kesehatan tahanan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan

akses ke layanan kesehatan yang diperlukan selama masa penahanan.

3. Proses Pemindahan Setelah semua dokumen dan persyaratan dipenuhi, proses
pemindahan dapat dilakukan. Pihak Lapas akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk
memastikan bahwa pemindahan berlangsung dengan aman dan sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan.

4. Pentingnya Koordinasi Antar Instansi Koordinasi yang baik antara berbagai instansi,
seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, sangat penting dalam
memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan hak-hak tahanan dilindungi. Hal ini juga
membantu dalam mengurangi risiko kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada
proses hukum tahanan. Dengan memahami latar belakang dan regulasi yang mengatur
mekanisme pemindahan tahanan wanita dewasa di Lapas Kota Kupang, diharapkan proses
ini dapat berjalan dengan lebih efisien dan menghormati hak-hak serta kesejahteraan

tahanan.

2. Bagaimana langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika ingin melakukan

pemindahan tahanan? Apakah ada formulasi atau dokumen yang harus di isi.

Ada beberapa kejaksaan dan kepolisian yang memberikan dan ada juga yang tidak
melakukan konfirmasi, yang tidak melakukan konfirmasi maka kami akan melakukan
pemeriksaan berkas di dalamnya, seperti yang sudah di jelaskan di poin satu. Meminta
nomor kontak jaksa yang bisa dihubungi karena tahap ini masih urusannya tahanan ini tidak
sepenuhnya kepada kami. Terkait kesehatan dan lain sebagainya. Dokumen yang harus diisi
berupa berita acara serah terima di depan dibuat rangkap dua, satunya untuk pihak lapas
dan satunya untuk pihak penahan yang menghantar kepada kam

Pemindahan tahanan adalah proses yang memerlukan perhatian khusus dan
mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah awal yang harus

dilakukan ketika ingin melakukan pemindahan tahanan:
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e Konfirmasi dengan Pihak Terkait:

Hubungi Kejaksaan dan Kepolisian: Langkah pertama adalah melakukan konfirmasi
dengan pihak kejaksaan dan kepolisian yang terlibat. Pastikan untuk mendapatkan nomor
kontak jaksa yang dapat dihubungi untuk mempermudah komunikasi. Hal ini penting karena
proses pemindahan tahanan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali satu pihak saja.

® Pemeriksaan Berkas:

Jika ada kejaksaan atau kepolisian yang tidak melakukan konfirmasi, lakukan
pemeriksaan berkas yang ada. Ini termasuk memeriksa dokumen-dokumen yang relevan
untuk memastikan semua informasi yang diperlukan tersedia dan akurat.

® Persiapan Dokumen:

Berita Acara Serah Terima: Dokumen yang harus diisi adalah berita acara serah
terima. Dokumen ini harus dibuat dalam rangkap dua, di mana satu salinan disimpan oleh
pihak lembaga pemasyarakatan (lapas) dan satu salinan lagi untuk pihak penahan yang
mengantar tahanan.

¢ Kesehatan Tahanan:

Pastikan untuk memeriksa kondisi kesehatan tahanan sebelum pemindahan. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa tahanan dalam keadaan baik dan siap untuk dipindahkan.

¢ Koordinasi dengan Lapas:

Setelah semua dokumen siap dan berkas diperiksa, lakukan koordinasi dengan pihak
lapas untuk menentukan waktu dan prosedur pemindahan. Pastikan semua pihak yang
terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses ini.

Pemindahan tahanan adalah proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama
antara berbagai pihak. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan pemindahan
dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pastikan
untuk selalu berkomunikasi dengan pihak terkait dan mematuhi semua prosedur yang ada

untuk menghindari masalah di kemudian hari.
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3. Apakah ada persyaratan dokumentasi khusus untuk pemindahan tahanan wanita

dewasa?

Tambahan itu berupa surat keterangan sehat. Biasanya tambahan itu itu kami minta
surat keterangan sehat di dalamnya itu termuat tinggi berat badan atau riwayat penyakit
yang bersangkutan. Nah kalau ada riwayat penyakit yang bersangkutan itu nanti kami
konsultasikan kembali ke mereka. Apabila yang bersangkutan ini itu memiliki jadwal, kontrol
dan lain sebagainya. Kita kembali ke awal kalau tahanan itu tidak sepenuhnya milik kami.
Jadi kalau dokumen dokumen khusus itu itu kami tetap minta yang bersangkutan untuk
untuk lengkapi kalau dia tidak ada ktp begitu, kami bisa minta.

Dalam proses pemindahan tahanan wanita dewasa, terdapat beberapa persyaratan
dokumentasi khusus yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa pemindahan dilakukan
secara legal dan aman. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai persyaratan tersebut:

1. Surat Keterangan Sehat Salah satu dokumen penting yang diperlukan adalah surat
keterangan sehat. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan bahwa tahanan dalam kondisi
fisik yang baik sebelum dipindahkan. Surat keterangan sehat biasanya mencakup informasi

berikut:

e Tinggi dan Berat Badan: Data ini penting untuk mengetahui kondisi fisik tahanan
secara umum.

e Riwayat Penyakit: Jika tahanan memiliki riwayat penyakit tertentu, informasi ini
harus dicantumkan dalam surat keterangan. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa tahanan mendapatkan perhatian medis yang diperlukan selama dan setelah
proses pemindahan.

e Jadwal Kontrol Medis: Jika tahanan memiliki jadwal kontrol atau perawatan medis
yang harus diikuti, informasi ini juga perlu dicatat. Dalam kasus seperti ini, pihak
lapas akan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk menentukan langkah

selanjutnya.
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2. Dokumen Identitas Selain surat keterangan sehat, dokumen identitas juga diperlukan.
Jika tahanan tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), pihak berwenang dapat meminta
dokumen identitas lain yang relevan. Ini penting untuk memastikan bahwa identitas

tahanan dapat diverifikasi dan dicatat dengan benar dalam sistem.

3. Berkas Administrasi Lainnya Dokumen tambahan yang mungkin diperlukan dalam proses

pemindahan meliputi:

e Surat Perintah Pemindahan: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang
yang menjelaskan alasan dan tujuan pemindahan tahanan.

e Dokumen Hukum: Berkas yang berkaitan dengan status hukum tahanan, termasuk
putusan pengadilan jika sudah ada.

e Dokumen Kesehatan Tambahan: Jika ada pemeriksaan kesehatan tambahan yang

diperlukan, hasilnya juga harus disertakan.

4. Prosedur Pengumpulan Dokumen Proses pengumpulan dokumen ini biasanya

melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk:

e Pihak Lapas: Bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua
dokumen yang diperlukan sebelum pemindahan.

e Tenaga Medis: Untuk memberikan surat keterangan sehat dan melakukan
pemeriksaan kesehatan.

e Pihak Penegak Hukum: Seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memastikan bahwa

semua prosedur hukum diikuti.

Dengan memenuhi semua persyaratan dokumentasi ini, proses pemindahan tahanan
wanita dewasa dapat dilakukan dengan lebih lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Hal ini juga membantu dalam melindungi hak-hak tahanan dan memastikan
bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil selama proses pemindahan.

4. Bagaimana komite evaluasi bekerja dalam proses pemindahan tahanan? Siapa saja yang

terlibat dalam komite tersebut
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Terus bagaimana layanan pendampingan diberikan kepada tahanan wanita dewasa
selama proses pemindahan layanan pendampingan yang diberikan itu biasanya tetap dari
pihak kejaksaan sampai dia masuk ke dalam sini. Nah, pendampingan yang kami berikan di
lapas perempuan Kupang itu karena.

Kementerian kami bekerja sama dengan Ibh surya dalam hal ini untuk memberikan
pelayanan kepada tahanannya. Dalam istilahnya yang bersangkutan ini baru inkrah diputus
untuk menja dinyatakan bersalah. Jadi dari kami itu menyiapkan pendampingan hukum.

Jadi kami bekerja sama dengan Ibh surya itu untuk memberikan layanan hukum
kepada wppn bersangkutan atau tahanan yang bersangkutan.

Komite evaluasi memainkan peran penting dalam proses pemindahan tahanan,
terutama dalam memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar dan bahwa hak-
hak tahanan dilindungi. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana komite ini bekerja
dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

1. Fungsi dan Tugas Komite Evaluasi Komite evaluasi bertanggung jawab untuk menilai dan

mengevaluasi setiap aspek dari proses pemindahan tahanan. Tugas utama mereka meliputi:

e Pemeriksaan Berkas: Komite melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berkas
tahanan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan lengkap dan
sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

e Evaluasi Kelayakan Pemindahan: Mereka juga mengevaluasi kelayakan pemindahan
tahanan berdasarkan kondisi hukum dan kesehatan tahanan, serta
mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses
pemindahan.

e Rekomendasi: Setelah melakukan evaluasi, komite memberikan rekomendasi kepada
pihak berwenang mengenai apakah pemindahan dapat dilanjutkan atau perlu

ditunda.

2. Anggota Komite Evaluasi Komite evaluasi biasanya terdiri dari berbagai pihak yang
memiliki peran penting dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan. Anggota yang terlibat

dalam komite ini antara lain:
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Perwakilan dari Kepolisian: Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
semua prosedur penegakan hukum diikuti selama proses pemindahan.

Perwakilan dari Kejaksaan: Kejaksaan berperan dalam memberikan perspektif hukum
dan memastikan bahwa hak-hak tahanan dilindungi selama proses pemindahan.
Perwakilan dari Lembaga Pemasyarakatan: Petugas dari lembaga pemasyarakatan,
seperti lapas perempuan di Kupang, terlibat untuk memberikan informasi terkait
kondisi tahanan dan fasilitas yang tersedia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH): Dalam hal ini, LBH Surya bekerja sama dengan pihak
lapas untuk memberikan pendampingan hukum kepada tahanan. Mereka membantu
memastikan bahwa tahanan mendapatkan akses ke layanan hukum yang diperlukan,

terutama bagi mereka yang baru saja dinyatakan bersalah.

3. Layanan Pendampingan untuk Tahanan Wanita Dewasa Selama proses pemindahan,

layanan pendampingan diberikan kepada tahanan wanita dewasa untuk memastikan bahwa

mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Pendampingan ini mencakup:

Pendampingan Hukum: LBH Surya berperan dalam memberikan layanan hukum
kepada tahanan, membantu mereka memahami proses hukum vyang sedang
berlangsung dan hak-hak mereka.

Dukungan Emosional: Selain pendampingan hukum, penting juga untuk memberikan
dukungan emosional kepada tahanan, mengingat proses pemindahan dapat menjadi
pengalaman yang menegangkan dan menakutkan.

Pemeriksaan Kesehatan: Sebelum pemindahan, tahanan akan menjalani
pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik dan

siap untuk dipindahkan.

Dengan adanya komite evaluasi yang bekerja secara kolaboratif dan layanan

pendampingan yang memadai, diharapkan proses pemindahan tahanan wanita dewasa di

Kota Kupang dapat berlangsung dengan lebih efisien dan menghormati hak-hak serta

kesejahteraan tahanan.
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5. Bagaimana layanan pendampingan diberikan kepada tahanan wanita dewasa selama

proses pemimdahan.

kalau yang bekerja dalam proses pemindahan itu, biasanya pihak penahan dengan
kami di depan itu yang menerima rukpam terus nanti diarahkan untuk pemeriksaan regis
selanjutnya itu di registrasi. Nah, yang terlibat di dalam proses ini itu bagiannya menahan
dari pihak kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan terus dari kami itu semua pegawai yang
di sini itu terlibat dalam proses penundaannya karena nanti itu kita akan melakukan
pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan berkas juga.

Layanan Pendampingan untuk Tahanan Wanita Dewasa

Layanan pendampingan bagi tahanan wanita dewasa selama proses pemindahan
merupakan aspek penting dalam sistem peradilan. Proses ini melibatkan beberapa pihak
dan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan
tahanan.

1. Proses Pemindahan Tahanan Pemindahan tahanan biasanya dilakukan oleh pihak
penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam proses ini, tahanan
wanita akan menerima pendampingan dari pegawai yang terlibat, termasuk petugas yang

bertanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan dan administrasi berkas.

2. Tahapan Pendampingan

e Penerimaan Rukpan: Setelah ditangkap, tahanan akan diterima oleh petugas yang
melakukan pemeriksaan awal. Ini termasuk verifikasi identitas dan kondisi fisik
tahanan.

e Pemeriksaan Kesehatan: Sebelum pemindahan, tahanan akan menjalani
pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik dan
tidak memerlukan perawatan medis khusus. Ini penting untuk mencegah masalah
kesehatan yang dapat muncul selama proses pemindahan.

e Registrasi dan Administrasi: Setelah pemeriksaan kesehatan, tahanan akan diarahkan

untuk registrasi. Di sini, semua dokumen dan berkas terkait akan diperiksa dan
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dicatat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi terkait

tahanan tercatat dengan baik.

3. Peran Pegawai dalam Pendampingan Semua pegawai yang terlibat dalam proses
pemindahan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang aman dan
manusiawi. Mereka harus dilatih untuk menangani situasi yang mungkin timbul, termasuk
memberikan dukungan emosional kepada tahanan wanita yang mungkin mengalami stres

atau kecemasan selama proses ini.

4. Perlindungan Hak Tahanan Penting untuk memastikan bahwa hak-hak tahanan wanita
dilindungi selama proses pemindahan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi
tentang proses yang sedang berlangsung, hak untuk didampingi oleh pengacara, dan hak
untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Dengan mengikuti prosedur yang
ketat dan memberikan pendampingan yang memadai, diharapkan proses pemindahan
tahanan wanita dewasa dapat berlangsung dengan lancar dan aman, serta menghormati

hak-hak mereka sebagai individu.

6. Apakah ada tantangan yang di hadapi dalam mekanisme pemindahan tahanan wanita

dewasa.

Dalam pemindahan ini karena kita di NTT ini kepulauan, jadi kadang itu kan ada
tahanan dari luar. Karena lapas perempuan itu satu satunya di ntt itu hanya di sini apabila
dia sudah dalam tingkat Pengadilan Negeri biasa. Mereka tuh melakukan pemindahan ke
kami untuk dilakukan persidangan kesini atau dalam kasusnya itu Ini kaji lembaga yang
lembaga ada.

Pengadilannya itu tidak ada di tempat tersebut kayak misalnya kemarin itu disabu.
Dia tuh kan sama sekali tidak ada pengadilannya di sana, jadi ditahannya itu di sini. Nah
kalau pemindahan dari sana itu biasanya kan tetap dilakukan beregis di Ip sana lp yang ada
di daerah tersebut nanti kalau mekanisme pemindahannya itu sepenuhnya dikembalikan

lagi kepada pihak penahan, jadi pihak penahan ini nanti yang melakukan.
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Pemindahan tahanan wanita dewasa di Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi
berbagai tantangan yang unik, terutama karena kondisi geografis dan infrastruktur yang ada.
Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mekanisme pemindahan ini:

1. Geografi Kepulauan

NTT merupakan daerah kepulauan, yang berarti bahwa pemindahan tahanan sering
kali melibatkan perjalanan antar pulau. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam
proses pemindahan, terutama jika ada masalah transportasi atau cuaca buruk. Tahanan dari
daerah yang tidak memiliki pengadilan, seperti dalam kasus tertentu, harus dipindahkan ke
lapas perempuan yang terletak di pulau lain, yang menambah kompleksitas logistik.

2. Keterbatasan Fasilitas Pengadilan

Salah satu tantangan signifikan adalah kurangnya fasilitas pengadilan di beberapa
daerah. Misalnya, jika seorang tahanan ditangkap di lokasi yang tidak memiliki pengadilan,
mereka harus dipindahkan ke lokasi lain untuk menjalani persidangan. Ini tidak hanya
memerlukan waktu dan sumber daya, tetapi juga dapat menambah tekanan psikologis pada
tahanan yang harus menjalani proses pemindahan yang panjang.

3. Proses Administrasi yang Rumit

Setiap pemindahan tahanan harus melalui proses administrasi yang ketat, termasuk
registrasi dan pemeriksaan berkas. Proses ini sering kali melibatkan banyak pihak, termasuk
kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi antara berbagai instansi ini
bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan prosedur atau kebijakan di masing-
masing lembaga.

4. Keamanan dan Kesejahteraan Tahanan

Selama proses pemindahan, keamanan dan kesejahteraan tahanan harus menjadi
prioritas utama. Tahanan wanita mungkin menghadapi risiko tertentu, termasuk potensi
kekerasan atau pelecehan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mereka
mendapatkan perlindungan yang memadai selama perjalanan dan saat berada di fasilitas

baru.
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5. Dukungan Psikologis

Tahanan wanita sering kali mengalami stres dan kecemasan yang tinggi selama
proses pemindahan. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dukungan psikologis yang
memadai. Namun, sering kali, sumber daya untuk memberikan dukungan ini terbatas, yang
dapat memperburuk kondisi mental tahanan. Dengan memahami tantangan-tantangan ini,
pihak berwenang dapat merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan mekanisme
pemindahan tahanan wanita dewasa, memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan

lebih efisien dan manusiawi.

KESIMPULAN

Mekanisme pemindahan tahanan wanita dewasa di Kota Kupang menghadapi
berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan kondisi geografis Nusa
Tenggara Timur yang merupakan daerah kepulauan. Dengan hanya satu lembaga
pemasyarakatan perempuan di wilayah ini, proses pemindahan sering kali melibatkan
perjalanan antar pulau yang memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi
penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Kendala Geografis dan Infrastruktur Keterbatasan fasilitas pengadilan di beberapa
daerah menambah kesulitan dalam pemindahan tahanan, terutama ketika tahanan harus
dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh untuk menjalani persidangan. Hal ini dapat
menyebabkan keterlambatan dan meningkatkan stres bagi tahanan, yang sering kali harus
menghadapi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Perlindungan dan Kesejahteraan
Tahanan Selama proses pemindahan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tahanan
dilindungi dan mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Tahanan wanita sering kali
menghadapi risiko tertentu, termasuk potensi kekerasan dan pelecehan. Oleh karena itu,
perlunya dukungan psikologis dan perlindungan yang memadai sangat penting untuk
menjaga kesejahteraan mereka. Koordinasi

Antar Instansi Proses administrasi yang rumit dan kebutuhan untuk koordinasi yang
efektif antara berbagai pihak juga menjadi tantangan. Setiap pemindahan harus melalui

prosedur yang ketat, dan perbedaan dalam kebijakan antar lembaga dapat menghambat
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kelancaran proses. Secara keseluruhan, meskipun mekanisme pemindahan tahanan wanita
dewasa di Kota Kupang telah berjalan, masih terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki
untuk memastikan bahwa proses ini lebih efisien dan lebih manusiawi. Upaya untuk
meningkatkan infrastruktur, memperkuat koordinasi antar instansi, dan memberikan
dukungan yang lebih baik bagi tahanan akan sangat penting dalam meningkatkan kualitas
layanan pemindahan tahanan di wilayah ini.
SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan
proses pemindahan tahanan dan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan:
1. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi: Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara
lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan untuk memastikan semua
pihak memahami prosedur dan tanggung jawab mereka. Hal ini dapat mengurangi

kebingungan dan mempercepat proses pemindahan tahanan.

2. Pelatihan untuk Petugas: Mengadakan pelatihan rutin bagi petugas yang terlibat dalam
proses pemindahan tahanan untuk memastikan mereka memahami prosedur hukum dan
etika yang harus diikuti. Ini juga termasuk pelatihan tentang penanganan tahanan wanita,

yang mungkin memiliki kebutuhan khusus.

3. Penyempurnaan Dokumen dan Prosedur: Menyusun dan memperbarui dokumen yang
diperlukan untuk pemindahan tahanan, seperti surat keterangan kesehatan dan berita acara
serah terima, agar lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini dapat membantu mengurangi

kesalahan dalam pengisian dokumen.

4. Fokus pada Kesehatan Tahanan: Memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan tahanan
dilakukan secara menyeluruh sebelum pemindahan. Ini penting untuk melindungi hak-hak

tahanan dan memastikan mereka dalam kondisi baik untuk dipindahkan.

5. Evaluasi dan Umpan Balik: Membentuk komite evaluasi yang secara rutin menilai proses
pemindahan tahanan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Ini dapat membantu

mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan mencari solusi yang tepat.
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6. Peningkatan Layanan Hukum: Bekerja sama dengan organisasi hukum untuk memberikan
pendampingan hukum kepada tahanan, terutama bagi mereka yang baru saja diputuskan
bersalah. Ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi selama proses

pemindahan.
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